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1.1 Latar Belakang

Setiap kegiatan usaha atau perusahaan pasti bertujuan untuk mendapatkan
keuntungan yang dari hasil usaha yang mereka jalankan, namun dibalik keuntungan
yang mereka dapatkan juga terdapat tanggung jawab mereka terhadap masyarakat
dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu setiap kegiatan usaha atau perusahaan
mewujudkan bentuk tanggung jawab mereka dalam kegiatan Program Corporate
Social Responsibility (CSR) yang dinilai sebagai bentuk timbal balik memberikan
manfaat bagi sekitarnya, baik kepada masyarakat sekitar dan lingkungan.

Pelaksanaan CSR menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-
02/MBU/7/2017 adalah untuk mendorong percepatan kemandirian usaha mikro dan
kecil dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata maka perlu
dilakukan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil baik akses
permodalan, manajemen maupun kegiatan lainnya. Kegiatan CSR berdasarkan
Permen BUMN Nomor Per-02/MBU/7/2017 adalah PKBL. Antara program
Kemitraan dan Bina Lingkungan memiliki tugas yang berbeda; Program Kemitraan
adalah program untukimeringkatkan -kemampuan usaha kecil agar-menjadi tangguh
dan mandiri sedangkan Program-Bina Lingkungan adalah program.pemberdayaan
kondisi sosial masyarakat oleh BUMN: PTPN [TI'KSGGI merupakan perusahaan
yang bergerak di bidang perkebunan. PT Perkebunan Nusantara 111 Kebun Sarang
Giting melakukan kegiatan CSR melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017.

Penerapan CSR di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas
maupun Kkualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin
bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Terbitnya
peraturan terbaru CSR saat ini yaitu Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-
05/MBU/04/2021. Kegiatan CSR berdasarkan Permen BUMN Nomor Per-
05/MBU/04/2021 adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). TJSL
adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan
yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan
serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur
dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari
pendekatan bisnis perusahaan. Diperlukan evaluasi kegiatan CSR PTPN I11 KSGGI
saat ini dengan peraturan terbaru.



1.2 Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan penulisan pada laporan akhir
ialah :

1. Menguraikan PKBL yang dilakukan PTPN 111 KSGGI

2. Mengevaluasi kegiatan PKBL yang dilakukan PTPN Il KSGGI
menggunakan konsep TJSL menurut Permen BUMN Nomor PER-
05/MBU/04/2021

3. Menguraikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan
PKBL PTPN Il KSGGI

1.32Manfaat

Praktek Kerja Lapangan (PKL) memiliki beberapa manfaat bagi beberapa
pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung. Pihak yang terkait seperti
PTPN 111 Kebun Sarang Giting, Institut Pertanian Bogor (IPB), serta mahasiswa
merupakan pihak langsung yang mendapatkan manfaat. Beberapa manfaat dari
dilakukannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Bagi PT Perkebunan-Nusantara I11.

1. Menciptakan kerjasaima yang saling  menguntungkan dan bermanfaat
antara institusi tempat®PKL “dengan-Sekolah' “VVokasi <Institut'Pertanian
Bogor.

2. Membantu menyelesaikan pekerjaan pada perusahaan dan mendapatkan
kepuasan bagi instansi, karena telah ikut serta dalam menentukan masa
depan bangsa melalui Praktik Kerja Lapang (PKL).

1.4.2 Manfaat Bagi Sekolah VVokasi Institut Pertanian Bogor

1. Mendekatkan hubungan kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan
masyarakat dan dunia kerja agar pendidikan sejalan dengan tuntutan
pembangunan di berbagai bidang khususnya di bidang Corporate Social
Responsibility (CSR).

2. Mendapatkan masukan yang bermanfaat dalam pengembangan
kurikulum di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, media untuk

menyalurkan lulusan ke dunia kerja.

1.4-Ruang Lingkup

Ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di PT
Perkebunan Nusantara 111 Kebun Sarang Giting seperti pelsanaan Program
Kemitraan dan Bina LIngkungan (PKBL) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN
Nomor PER-05/MBU/04/2021, dan faktor yang mendukung dan menghambat
pelaksanaan PKBL.



